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Abstrak

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa)—terlepas dari terobosan politiknya
dalam menggulirkan demokratisasi relasi negara-desa—memiliki keterbatasan mendasar terkait isu
sumber daya alam di desa mengingat krisis agraria dan krisis ekologi yang terjadi di perdesaan. Selain
tidak banyak mengelaborasi aspek-aspek penting dari isu sumber daya alam, UU Desa juga hanya
memberikan kewenangan yang minim terhadap swakelola sumber daya alam desa oleh pemerintah
desa serta tidak menyentuh ketimpangan akses warga desa terhadap sumber daya alam setempat.
Dihadapkan pada tantangan struktural demikian, perjuangan “otonomi desa” akan sulit mendorong
transformasi sosial yang berarti tanpa melibatkan upaya penataan sumber daya alam yang berkeadi-
lan dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, perjuangan “keadilan sosial-ekologis” akan sulit tampil
sebagai agenda kolektif desa tanpa mengupayakan demokratisasi yang lebih dalam di internal desa
sendiri. Tulisan ini menawarkan kerangka perjuangan “demokratisasi tata kelola sumber daya alam
desa” sebagai konvergensi strategis dari dua perjuangan sebelumnya: “otonomi desa” dan “keadilan
sosial-ekologis”. Hal ini diupayakan melalui tiga agenda konkret yang saling terkait: penguatan
kewenangan desa atas sumber daya alam setempat, demokratisasi relasi-relasi sosio-agraria di desa,
dan pembalikan krisis pedesaan untuk merevitalisasi basis-basis produksi desa.

Abstract

Law Number 6 of 2014 on Village—apart of its political contribution in democratising state-village
relation—has a fundamental limitation on natural resource issues in the village in the light of agrar-
ian and ecological crises. This Law offers minor elaboration on natural resource issues and provides
limited authority to the village on this field, while no reference is made to problem of inequality
in community’s access to local natural resources. Confronted with such structural challenges, it is
argued that “struggle for village autonomy” will hardly lead to significant social transformation with-
out involving attempts to establish just and sustainable natural resource regime. At the same time,
“the struggle for social-ecological justice” will never emerge as village’s collective agenda without
attempts to deepen democracy within the village. Accordingly, this article offers “democratization
of rural natural resource governance” as a strategic convergence between two previous struggles:
“village autonomy” and “social-ecological justice”. It is pursued through three inter-related agenda:
strengthening village’s authority concerning natural resource issues, democratizing socio-agrarian re-
lations in the village, and addressing rural crises in order to revitalize productive forces in the village.

Keywords: village, rural natural resources, agrarian perspective, democratic governance.

'"Tulisan ini berawal dari makalah pada Konferensi Gerakan Anti-Korupsi tahun 2015 yang
diselenggarakan oleh Transparancy International Indonesia dan makalah pada Rapat Kerja Nasional Para
Pemangku Kepentingan Desa tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Versi akhir tulisan ini berhutang banyak kepada hadirin di kedua
forum tersebut serta dua mitra bestari yang memberikan komentar kritis dan konstrukeif.
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PENDAHULUAN

Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU
Desa) telah menciptakan terobosan politik yang mendasar di dalam
demokratisasi relasi negara-desa. Melalui UU tersebut, desa diposisikan
sebagai “pemerintahan masyarakat” yang memiliki kewenangan luas
untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan
baik berlandaskan sistem desa otonom yang disebut “desa” ataupun
sistem organisasi adat yang disebut “desa adat”.? Kewenangan desa yang
cukup besar itu dimungkinkan berkat dua asas utama yang terdapat
di dalam UU Desa sekaligus membedakannya dari berbagai regulasi
sebelumnya terkait pemerintahan desa, yakni asas rekognisi dan asas
subsidiaritas. Asas rekognisi yang diartikan sebagai “pengakuan terha-
dap hak asal-usul”, sementara asas subsidiaritas yang diartikan sebagai
“penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan
secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa” (Penjelasan Asas
Pengaturan).

Dengan terobosan politik demikian, tidak heran jika banyak pihak
menaruh optimisme besar terhadap UU Desa ini. Eko (2015), misal-
nya, memandang bahwa asas rekognisi dalam UU Desa mengandung
pengertian yang jauh lebih luas ketimbang pengakuan negara dalam
wacana multikulturalisme. Asas ini di satu sisi menjamin perlindungan
negara atas kesamaan status dan posisi dari semua identitas dan sub-
kultur (baca: “politik universalisme”), namun di sisi lain mengakui ker-
agaman dan keunikan dari tiap-tiap identitas dan sub-kultur tersebut
(baca: “politik perbedaan”). Lebih dari itu, asas rekognisi menurut Eko
juga mencakup pengertian “redistribusi ekonomi” dari negara kepada
desa dalam bentuk alokasi dana desa dari APBN maupun APBD secara
berkelanjutan.® Zakaria (2014) lebih jauh menyatakan bahwa UU Desa
telah memperkenalkan lima aspek pembaruan yang sangat mendasar
bagi ruang otonomi desa untuk mengatur urusan pemerintahan dan
kemasyarakatan sendiri, serta menjalankan pembangunan sesuai den-
gan aspirasi dan kebutuhan warga desa, antara lain:

’Di luar kedua jenis desa ini, terdapat kelurahan di wilayah perkotaan sebagai sistem desa
administratif (local state government).

*Menurut Eko (2015:41), rekognisi plus redistribusi ekonomi ini dapat diartikan sebagai
“resolusi untuk menjawab ketidakadilan sosial-ekonomi karena intervensi, eksploitasi dan
marginalisasi yang [selama ini] dilakukan oleh negara [terhadap desa]”.
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1. Desa bukan merupakan desa administratif yang bersifat seragam;
sebaliknya, ia dapat diatur melalui sistem yang beragam termasuk
desa adat (Bab 11, III, IX);

2. Kewenangan luas desa berdasarkan asas rekognisi dan subsidiari-

tas (Bab IV, V, VII, XIII);

Konsolidasi keuangan dan aset desa (Bab VIII, X, XI);

. Perencanaan pembangunan yang terintegrasi (Bab IX, X, XI);

dan

5. Demokratisasi melalui partisipasi, pemberdayaan dan
pendampingan (Bab V, VI, XII, XIII).

N

Terlepas dari peluang politik serta optimisme banyak pihak terha-
dap UU Desa, penting untuk mencermati terlebih dulu apa sebenarnya
konteks dan persoalan mendasar yang saat ini mewarnai kehidupan
sosial-ekonomi dan politik di pedesaan. Masyarakat desa pada dasarnya
bukanlah kesatuan sosial yang homogen dan egalitarian seperti banyak
dikesankan selama ini, tetapi mengalami proses diferensiasi sosial-eko-
nomi yang telah berlangsung sejak lama, bahkan banyak yang sudah
terjadi sejak era kolonial.*

Salah satu kebijakan yang turut mendorong diferensiasi sosial-
ekonomi masyarakat desa di Indonesia adalah kebijakan Revolusi
Hijau yang diterapkan rezim Orde Baru sejak akhir 1970-an. Survei
Agro-Ekonomi (SAE)’, misalnya, telah menunjukkan erosi solidari-
tas internal di desa seiring pelaksanaan kebijakan Revolusi Hijau.
Modernisasi pertanian padi sawah yang diperkenalkan kebijakan ini
ternyata telah memfasilitasi para petani kaya untuk mengakumulasi
tanah serta mengontrol sumber daya pertanian dan tenaga kerja. Seba-
liknya, para petani miskin dan berlahan sempit menemukan hambatan
struktural yang besar untuk terlibat dalam sistem produksi padi benih
unggul yang padat teknologi dan modal ini. Sajogyo (1982) dengan
tepat menjuluki gejala ini sebagai “modernisasi tanpa pembangunan”.®

“Dalam konteks Jawa, perdebatan panjang mengenai apakah karakter komunitas pedesaan
bersifat egalitarian atau terdiferensiasi telah diulas secara panjang lebar oleh Husken (1998)
dan Alexander & Alexander (1982).

’Lihat, misalnya, tujuh laporan empiris berbasiskan data SAE yang dihimpun dalam
Shohibuddin, ed. (2009).

°Pada kenyataannya, kebijakan Revolusi Hijau memang didasarkan pada prinsip
“productivity without equiry” yang berkebalikan dari kebijakan land reform pada rezim
sebelumnya yang menekankan prinsip “productivity with equity”. Mengenai pergeseran
orientasi kebijakan pertanian dan bagaimana smallholders diposisikan di dalamnya, lihat

sketsa ringkasnya pada Shohibuddin (2012).

MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi, Vol. 21, No. 1, Januari 2016:1-33



4 | MOHAMAD SHOHIBUDDIN

Dari sisi politik, pelaksanaan kebijakan Revolusi Hijau ini sebenarnya
tidak terlepas dari upaya rezim Orde Baru untuk menancapkan patro-
nase dan loyalitas politik di antara elite desa, sekaligus menegakkan ket-
ertiban di desa pasca pembasmian para pengikut dan simpatisan Partai
Komunis Indonesia (Hart 1986; 1989). Dalam arti demikian, kebijakan
Revolusi Hijau turut berkontribusi dalam mentransformasikan desa
menjadi sebuah “desa korporatis” dengan para elitenya yang mendapat-
kan posisi yang kuat secara ekonomi dan politik serta loyal menjalank-
an peran sebagai perpanjangan tangan negara (cf. Eko 2015:182).
Diferensiasi pada sektor pertanian pangan di antara warga desa di
sejumlah tempat diperparah oleh pengambilalihan wilayah produksi
dan cadangan produksi desa (termasuk kawasan hutan) untuk berbagai
proyek pembangunan dan usaha komersial skala besar. Hal ini men-
cakup pembangunan dan usaha komersial di bidang perkebunan, ke-
hutanan, pertambangan, pariwisata dan sebagainya. Kondisi demikian
menyebabkan basis-basis produksi bagi warga desa maupun cadangan
produksi bagi angkatan kerja pertanian berikutnya merosot, bahkan
menghilang. Selain menghadapi permasalahan agraria struktural, ma-
syarakat desa kini juga menghadapi permasalahan ekologis yang ini
ditandai dengan penurunan daya dukung alam sebagai akibat dari
praktik-praktik produksi dan konsumsi yang bersifat eksploitatif dan
mengabaikan keberlanjutan layanan alam. Ketimpangan penguasaan
lahan dan kerusakan alam ini pada gilirannya menyebabkan maraknya
konflik agraria di berbagai penjuru tanah air yang menghadapkan para
petani dengan berbagai badan pemerintah dan/atau korporasi. Di Aceh
dan Papua, penguasaan tanah dan eksploitasi kekayaan alam bahkan
telah menguatkan sentimen etno-nasionalisme yang akhirnya memun-
cak menjadi gerakan separatisme bersenjata (Shohibuddin 2016a).
Kombinasi permasalahan agraria dan ekologi ini menciptakan satu
permasalahan struktural yang dapat diistilahkan sebagai “krisis pede-
saan”, yaitu krisis yang ditandai penurunan kapasitas sistem sosial-eko-
nomi dan ekologi pedesaan untuk menyediakan kebutuhan pangan,
air, energi, sumber nafkah, dan perlindungan sosial bagi warganya.”
Oleh sebab itu, perlu dipertanyakan setelah relasi negara-desa berha-
sil dibalikkan oleh UU Desa sehingga desa memperoleh kewenangan

dan pendanaan yang cukup besar dalam menyelenggarakan urusan

"Berbagai data empiris yang menggambarkan fenomena krisis pedesaan ini akan disajikan

di bawah.
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pemerintahan dan kemasyarakatan, sejauh manakah peluang politik
demikian dapat secara nyata memperkuat otonomi desa dan meningkat-
kan partisipasi masyarakat desa sehingga memungkinkan mereka men-
gatasi permasalahan agraria dan ekologi yang mereka hadapi saat ini.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan telaah kritis atas UU Desa yang dihasilkan
dari jenis penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan sebagai metode
pengumpulan datanya. Data yang dihimpun mencakup dokumen legal
(undang-undang), data statistik dan studi-studi terdahulu mengenai
desa dan perubahannya. Data ini kemudian dipilah dan dikategorisasi
untuk memperlihatkan bagaimana visi desa dalam perspektif regulasi
yang ada, serta bagaimana kenyataan empiris perubahan desa dewasa
ini, terutama terkait kondisi agraria dan ekologinya. Dari sana dilaku-
kan “analisis kesenjangan” (gap analysis) untuk membandingkan se-
cara sistematis antara “the vision and the current state of affairs”.* Dua
pendekatan digunakan dalam proses analisis kesenjangan ini. Pertama,
pendekatan content analysis (analisis isi) yang akan diterapkan terhadap
butir-butir aturan UU Desa dan penjelasannya untuk memperlihatkan
batas-batas UU ini terkait pengaturan isu sumber daya alam. Kedua,
perspektif agraria kritis’ yang cukup menonjol dalam sub-disiplin sosi-
ologi pedesaan (Wiradi 2009a) yang akan diterapkan untuk menunjuk-
kan kesenjangan antara UU Desa dengan krisis pedesaan yang menjadi
arena pelaksanaannya.

TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM YANG
DEMOKRATIS DAN INKLUSIF

Seperti disinggung di atas, perspeketif agraria kritis didasarkan pada
satu asumsi dasar bahwa relasi-relasi sosial terkait dengan sumber daya
alam pada dasarnya bersifat timpang, bahkan eksploitatif, schingga
harus menjadi sasaran pembaruan. Dalam konteks tata kelola sumber

8Di luar bidang manajemen bisnis dan keorganisasian, penelitian yang banyak mengadopsi
gap analysis sebagai kerangka utana metodologinya adalah studi konservasi dan keragaman
hayati. Lihat, misalnya, Jennings (2000) dan Scott & Schipper (2006).

Pendekatan kedua ini mengacu pada studi-studi petani dan perubahan agraria yang
sedikit banyak mengambil inspirasi dari teori Marxian dengan mengacu pada pemikiran
Borras & Franco (2008 dan 2010).
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daya alam, pembaruan yang dimaksud menuntut adanya demokrati-
sasi, baik menyangkut aspek penguasaan, penggunaan, maupun peman-
faatannya. Borras & Franco dalam sejumlah policy papers untuk UNDP
Oslo Governance Centre (2008) telah menawarkan kerangka konseptu-
al untuk agenda demokratisasi tata kelola sumber daya alam dimaksud.

Dari sekian isu yang diangkat oleh keduanya, dua konsep kunci serta
satu kerangka penilaian sangat relevan dengan topik yang diangkat
oleh tulisan ini."” Konsep pertama adalah apa yang Borras & Franco
sebut “tata kelola yang demokratis” (democratic governance). Melalui
konsep ini, keduanya menggarisbawahi bahwa persoalan tata kelola
sumber daya alam tidak daapat dibatasi hanya pada masalah teknis
dan administratif belaka, seperti sistem kadaster, registrasi tanah, sistem
informasi pertanahan, dan sejenisnya. Suatu tata kelola sumber daya
alam yang demokratis justru menuntut penilaian atas berbagai bentuk
ketimpangan dan eksploitasi dalam relasi-relasi sosio-agraria yang ber-
langsung. Penilaian itu kemudian ditindaklanjuti melalui upaya pem-
baruan agar aneka manfaat ekonomi dan politik dari sumber daya alam
terdistribusi secara inklusif di antara anggota masyarakat (Borras &
Franco 2008a). Dalam arti demikian, konsep tata kelola sumber daya
alam yang demokratis lebih mencerminkan suatu proses politik yang
diperebutkan, dan bukan sekadar kewenangan dan hak menurut keten-
tuan legal, apalagi sekadar prosedur teknis-administratif yang bersifat
netral. Di sanalah terletak pentingnya mendorong perjuangan sosial
dalam dinamika kontestasi yang ada, sekaligus menelaah sejauh/sedekat
mana UU Desa memperbesar kekuatan masyarakat dalam perjuangan
demokratisasi tata kelola sumber daya alam di desa.

Konsep pertama yang menuntut pembaruan tata kelola sumber daya
alam ini mengantar pada konsep kedua imperatif mengenai kebijakan
terkait sumber daya alam yang yang memihak warga miskin (pro poor
policy). Dengan konsep ini, Borras & Franco menegaskan bahwa pem-
baruan relasi-relasi sosio-agraria yang timpang mustahil dilakukan
tanpa adanya pemihakan secara nyata pada kebutuhan dan kepentin-
gan kelompok miskin dan marginal. Ada sembilan karakteristik yang
keduanya ajukan untuk menentukan sejauh mana suatu kebijakan ter-
kait sumber daya alam bisa disebut pro-poor, yaitu: (1) melindungi dan

"Uraian mengenai kerangka konseptual demokratisasi tata kelola sumber daya alam yang
meringkaskan pokok-pokok pikiran Borras & Franco ini didasarkan pada Shohibuddin
(2016Db).
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mentransfer kesejahteraan berbasis sumber daya alam; (2) mentrans-
fer kekuasaan politik berbasis sumber daya alam; (3) sadar kelas; (4)
sadar sejarah; (5) sensitif gender; (6)sensitif etnis; (7) meningkatkan
produktivitas; (8) mengembangkan sumber-sumber nafkah; dan (9)
menjamin kepastian hak (Borras & Franco 2008b:3-5; 2010:10-15).

Selain dua konsep di atas, Borras & Franco juga menawarkan se-
buah kerangka penilaian untuk memastikan bahwa upaya reformasi
atas relasi-relasi sosio-agraria tidak sebatas perubahan legal, tanpa secara
riil berhasil mewujudkan dampak yang diharapkan dalam kenyataan
empiris. Kerangka penilaian itu terdiri atas dua kriteria, yaitu “transfer
aktual” dan “dampak (re)distribusi”. Kriteria pertama digunakan untuk
menentukan sejauh manakah pembaruan itu benar-benar mewujud-
kan transfer manfaat dari suatu sumber daya alam, dan tidak terpaku
pada pemberian hak legal semata (misalnya sebatas pemberian sertifi-
kasi). Hal itu akan terjadi jika pembaruan tersebut secara nyata berhasil
mewujudkan transfer neto atas manfaat-manfaat ekonomi dan politik
dari sumber daya alam (Borras & Franco 2008b; 2008¢).

Adapun “dampak (re)distribusi” merupakan kriteria untuk meni-
lai sejauh mana transfer aktual yang dituntut kriteria pertama dapat
mewujudkan aliran manfaat yang bersifat lintas kelas atau lapisan sosial.
Misalnya saja, transfer manfaat dari negara, korporasi, desa, komunitas,
dan kelas/lapisan atas kepada warga miskin, buruh tani, pemuda pen-
gangguran, perempuan yang membutuhkan, kelompok minoritas, dan
seterusnya. Aliran transfer semacam ini akan menghasilkan dampak
(re)distribusi atas kesejahteraan dan/atau kekuasaan berbasis sumber
daya alam di antara anggota masyarakat. Sebaliknya, dampak berla-
wanan akan terjadi jika aliran manfaat itu berlangsung di antara kelas
atau lapisan sosial yang sama; atau bahkan dengan arah transfer yang
terbalik, yakni mengalir dari petani kecil, warga miskin, komunitas,
atau desa kepada kelompok sosial yang lebih besar seperti tuan tanah,
korporasi, dan badan pemerintah. Alih-alih (re)distribusi, dalam kasus
transfer antar-elite dampak yang ditimbulkan adalah kondisi status quo,
sementara dalam kasus transfer dengan arah terbalik dampak yang dit-
imbulkan adalah (re)konsentrasi (Borras & Franco 2008c).

Berdasarkan kerangka konseptual dari Borras & Franco di atas, bisa
ditarik kesimpulan bahwa perjuangan sosial untuk mengoreksi relasi-re-
lasi sosio-agraria yang timpang menuntut pengembangan (1) tata kelola
sumber daya alam yang demokratis dan (2) memihak kelompok miskin,
yang keberhasilannya ditentukan oleh (3) sejauh manakah transfer ke-
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sejahteraan dan kekuasaan berbasis sumber daya alam terjadi secara
nyata, serta (4) mampu mewujudkan dampak (re)distribusi di antara
anggota masyarakat.

UU DESA: ANTARA PELUANG POLITIK
DAN TANTANGAN KRISIS PEDESAAN

Kehadiran UU Desa telah menyediakan “struktur kesempatan
politik™" yang cukup besar bagi warga desa untuk mengartikulasikan
kepentingannya secara lebih bermakna. Secara umum, UU Desa telah
memberikan kerangka normatif dan institusional bagi pelaksanaan
demokrasi desa yang mencakup aspek kepemimpinan, akuntabilitas,
deliberasi, representasi dan partisipasi.'”> Dengan demikian, UU Desa
telah melembagakan desa sebagai sebuah institusi publik yang otonom,
demokratis, dan akuntabel. Dalam hal kepemimpinan desa, UU Desa
membatasi masa jabatan kepala desa, mengurangi kekuasaannya, seka-
ligus menetapkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa oleh
kepala dan perangkat desa. Legitimasi politik kepala desa bukanlah
dari pemerintah, melainkan dari rakyat yang memberikan mandat
secara langsung melalui proses pemilihan. Dengan demikian, kepala
desa adalah “pemimpin masyarakat” yang dituntut untuk melindungi,
melayani dan memberdayakan segenap warganya tanpa diskriminasi.

UU Desa juga memperkuat demokrasi perwakilan dan permusy-
awaratan desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan
Musyawarah Desa. Menurut UU Desa, BPD tidak lagi unsur peny-
elenggara pemerintahan desa, seperti peran yang dulu pernah diem-
bannya menurut UU No. 32/2004. Meski demikian, pengurangan
peran BPD ini digantikan dengan penguatan peran politik lainnya,
yakni menjalankan tugas legislasi (Pasal 55 butir a), representasi (Pasal
55 butir b), kontrol (Pasal 55 butir ¢) dan deliberasi (Pasal 1 ayat 5).
Dengan demikian, BPD tetap berperan penting dalam pelaksanaan
fungsi pemerintahan desa, terutama untuk mewujudkan kontrol,
akuntabilitas dan keseimbangan pada jalannya pemerintahan desa.

""Mengenai konsep “struktur kesempatan politik” lihat Kriesi (1995)

”Hal ini tercantum dalam Bab V mengenai “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” yang
mengatur Pemerintahan dan Pemerintah Desa (Pasal 23-25), Kepala Desa dan Perangkat
Desa (Pasal 26-53), Musyawarah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Pasal 54-65).
Selain itu, Bab VI secara khusus mencantumkan sejumlah aturan mengenai “Hak dan
Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa”.
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Lembaga desa lainnya, yaitu Musyawarah Desa (MD), ditetapkan
oleh UU Desa sebagai pelembagaan forum deliberatif untuk meny-
alurkan aspirasi, kepentingan, dan kontrol dari warga desa. Menurut
Pasal 54, “Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang
diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur
masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.” Dapat dikatakan bahwa
MD merupakan pengejawantahan dari tradisi lokal musyawarah ma-
syarakat desa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia dengan
nama yagn berbeda-beda, seperti kombongan di Toraja, gawe rapah
di Lombok, saniri di Maluku, rembug desa di Jawa, paruman di Bali,
kerapatan adat nagari di Sumatera Barat dan sebagainya (Eko 2015:192).
Secara skematis, hubungan antara kelembagaan dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1. Hubungan Antar-Kelembagaan dalam Pemerintahan Desa

Prinsip Tata Kelola Desa

*  Check ond balances antara Musyawarah Desa
Kepala Desa dengan Badan {pSl 54]

Permusyawaratan desa.

*  Demokrasi perwakilan +
permusyawaran.

*  Proses demokrasi partisipatoris
melalui Musdes

Kepala Desa Badan Permusyawaratan
(psl. 25 -53) < Desa (BPD) (psl. 55 -65)

Perangkat Desa |
(Pelayanan)

Panitia (ad-hok) | —

Dipilih secara

Warga/Masyarakat Demokratis

BUMDes 1

Lembaga
Kemasyarakatan |—

JAdat

Kip. Special Interest

Perwakilan Bagian
Wilayah Desa

Catatan: Desa adat menyesuaikan. Sumber: Zakaria (2014:10).

Visi pembaruan pemerintahan desa seperti diuraikan di atas secara
teoritis berpotensi untuk menciptakan arena persinggungan yang cukup
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luas antara “struktur kesempatan politik” ‘dari atas’ yang diciptakan
melalui UU Desa (baca: invited spaces of participation) dengan inisiatif-
inisiatif partisipasi dan perubahan ‘dari bawah’ yang diupayakan sendiri
oleh warga desa dalam mengupayakan pemenuhan hajat kehidupan
mereka (baca: claimed spaces of participation)."” Akan tetapi, sejauh
manakah arena persinggungan di antara dua arus partisipasi ini mampu
mengangkat dan bahkan merespon berbagai masalah struktural yang
dihadapi masyarakat desa dewasa ini?

Seperti telah disinggung pada bagian Pendahuluan, ada dua
persoalan struktural yang dihadapi oleh masyarakat desa dewasa ini
yang terkait dengan sumber daya alam desa. Pertama adalah “krisis
agraria” yang ditandai dengan keterbatasan dan ketimpangan akses
atas tanah dan sumber-sumber agraria lainnya. Kedua adalah “krisis
ekologi” yang ditandai dengan kemerosotan daya dukung dan bahkan
kehancuran sumber daya alam sebagai akibat dari tekanan populasi
yang meningkat, perubahan penggunaan tanah yang tidak terkendali,
dan terutama eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Kedua
krisis terkait sumber daya alam ini secara bersama-sama menciptakan
“krisis pedesaan”.

Krisis Agraria

Krisis agraria menggambarkan apa yang disebut Gunawan Wiradi
(2009b) sebagai fakta “ketimpangan” dan “inkompatibilitas”. Fakta per-
tama terkait dengan struktur agraria yang timpang yang tampil dalam
bentuk ketidakadilan dalam penguasaan dan alokasi sumber-sumber
agraria. Sedangkan, fakta yang kedua terkait dengan inkompabilitas
konsepsi dan kebijakan mengenai agraria yang menimbulkan berb-
agai benturan, khususnya benturan antara hukum adat dengan aturan
perundang-undangan dan benturan antar berbagai hukum adat yang

berlainan.™

Mengenai “invited spaces of participation” dan “claimed spaces of participation”, lihat
Cornwall (2002).

“Atas dasar ini, Wiradi (2009b: 3-5) membedakan dua jenis ketimpangan dan dua jenis
inkompatibilitas sebagai berikut: (1) ketimpangan dalam penguasaan sumber-sumber
agraria; (2) ketimpangan dalam peruntukan sumber-sumber agraria; (3) ketidakserasian
antara berbagai persepsi/konsepsi mengenai agraria; dan (4) ketidakserasian antara
berbagai produk hukum mengenai agraria akibat pragmatisme dan kebijakan sektoral.
Uraian ini hanya memfokuskan pada dua poin pertama mengenai ketimpangan
penguasaan dan peruntukan sumber-sumber agraria.
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Terkait dengan ketimpangan penguasaan sumber daya alam (khu-
susnya tanah pertanian), data Sensus Pertanian dari Badan Pusat Statis-
tik (BPS) menampilkan gambaran yang cukup ‘suram’. Dalam kurun
waktu 1973-2003, jumlah rumah tangga petani (RTP) mengalami
kenaikan yang cukup besar, yaitu dari 21,6 juta pada 1973 menjadi
37,7 juta pada 2003. Kenaikan ini juga disertai perluasan tanah per-
tanian yang digarap pada periode yang sama, yakni dari 14,2 juta ha
menjadi 21,5 juta ha. Ironisnya, jumlah RTP tanpa tanah (tunakisma)
maupun RTP dengan penguasaan tanah kurang dari 0,5 ha (petani
gurem) meningkat tajam, suatu indikasi penguasaan tanah pertanian
yang semakin timpang.

Tabel 1. Gambaran Rumah Tangga Pertanian dan Penguasaan Tanah,

1973-2003

Tahun
1973 1983 1993 2003

Total jumlah rumah tangga petani
(juta)

Rumah tangga petani pengguna lahan 14,5 18,8 21,1 24,3
(juta) (67%) (79%) (70%) (64%)

Total lahan yang dikuasai (juta ha) 14,2 16,8 17,1 21,5

7,1 5,0 91 13,4
(33%) (21%) (30%) (36%)

Rumah tangga petani dengan 46
penguasaan lahan < 0,5 ha (persen)

21,6 23,8 30,2 377

Rumah tangga petani tanpa lahan (juta)

45 49 51

ﬁ;t)a—rata penguasaan tanah oleh petani 0.99 0.89 0.81 0.89

Sumber: Bachriadi & Wiradi (2011, modifikasi Tabel 3 dan Tabel 4)

Peningkatan ketimpangan penguasaan tanah pertanian ini terlihat
lebih jelas apabila dibuat perbandingan antar kelas penguasaan tanah
di antara para petani pengguna lahan. Masih menggunakan data Sen-
sus Pertanian dari BPS, Bachriadi dan Wiradi menampilkan distribusi
penguasaan tanah pertanian selama periode 1963 hinga 2003 dalam
Gambar 2 di bawah. Dalam gambar itu terlihat bagaimana jumlah
lapisan petani gurem kian meningkat (bahkan melewati angka 50%
pada 2003), sementara luas tanah yang dikuasai lapisan ini hanya
12,8% dari total lahan pertanian. Hal ini berbanding terbalik dengan
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Gambar 2. Distribusi Penguasaan Tanah di antara Petani Pengguna Lahan, 1963-2003

1973

0.52 0.54 0.59 0.56

Sumber: Bachriadi & Wiradi (2011:37)
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lapisan-lapisan di atasnya yang populasinya lebih sedikit namun men-
guasai tanah dengan persentase luas lahan yang lebih besar.

Ketimpangan penguasaan lahan pertanian yang baru saja diurai-
kan hanyalah gambaran di sektor pertanian rakyat semata. Jika total
luas lahan pertanian rakyat ini dibandingkan dengan jenis penggunaan
tanah lainnya, akan terlihat jelas dimensi ketimpangan kedua, yakni
ketimpangan peruntukan tanah antar-sektor. Sebagai ilustrasi, Tabel 2
di bawah menyajikan data BPS mengenai perbandingan berbagai jenis
penggunaan tanah antara 1963 hingga 2000.

Ada tiga hal mencolok yang dapat disimpulkan dari data BPS ini.

* Selama sekitar dua dekade dari 1983 hingga 2000, persentase luas
penggunaan tanah pada sektor pertanian rakyat relatif stagnan,
jika tidak dapat dikatakan menurun, baik pada kategori lahan
sawah maupun lahan kering (ladang dan kebun).

* Luas perkebunan skala besar terus menunjukkan kenaikan yang
konsisten, dan pada tahun 2000 persentase luasannya bahkan,
untuk pertama kali, telah melampaui ladang dan kebun milik
rakyat.

e Pada tahun 2000 wilayah kehutanan yang dikuasai negara
(baca: hutan negara) mencapai 62,6% dari total luas daratan.
Padahal, di dalamnya terdapat banyak areal pemukiman dan
pertanian yang sudah ditinggali dan diusahakan rakyat, bahkan
jauh sebelum penetapannya sebagai kawasan hutan. Hal itu
menunjukkan ketimpangan alokasi tanah antara kawasan hutan
dengan lahan pertanian dan pemukiman rakyat.

Terkait ketimpangan antara kawasan hutan dengan lahan untuk
rakyat, data Potensi Desa (PODES) 2011 menunjukkan keberadaan
18.718 desa di dalam dan tepi kawasan hutan. Dari sisi penggunaan
tanah, data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional pada 2015 menunjukkan beberapa jenis penggunaan tanah di
dalam kawasan hutan sebagai berikut: kampung (186.658 ha), sawah
(701.905 ha), tegalan/ladang (4.361.269 ha) dan kebun campuran
(6.916.208 ha) (dikutip dalam Kantor Staf Presiden, 2016:51).

Di kawasan hutan sendiri, terdapat ketimpangan mencolok dalam
pemberian izin/konsesi kehutanan, yakni antara luasan yang diberikan
negara kepada masyarakat dengan yang diberikan kepada korporasi
besar. Sejauh ini, izin yang diberikan kepada masyarakat mencakup

646.476 ha (60 izin) untuk Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa dan
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Tabel 2. Perubahan Berbagai Jenis Penggunaan Tanah, 1963-2000'

o Jawa Luar Jawa Indonesia
(V]
1963 1973 1983 1993 2000 | 1963 1973 1983 1993 2000 | 1963 1973 1983 1993 2000
Permukiman
di Perdesaan & 4 34 122 13 139 | 0.1 0.3 0.2 1.9 7.7 0.4 0.5 2.7 2.7 2.7
= | Perkotaan?
<
g | Tanah Sawah 1191 199 26 265 26 | 09 12 25 28 25 | 21 25 41 44 41
3
< | Pertanian
2] Ladang &
lm Rakyat Kebun? 19.2 167 247 244 257 | 29 2.7 5.8 5.1 5.8 4 3.6 7.1 6.4 7.1
S|
5 | Perkebunan Skala 4 51 45 47 47 |06 09 43 64 9 | 08 12 43 63 87
| Besar
5 4
> | Tanah Bera' & 04 15 29 33 44 |02 07 169 104 125| 02 07 159 99 119
semak belukar
Padang rumput 0.1 0.1 0.5 0.3 0.3 0 0 2.2 1.1 1.2 0 0 2.1 1.0 1.1
Wilayah Kehutanan® 226 219 181 228 243 | 67 673 619 715 653 | 639 642 589 682 062.6
Lainnya® 30.7 314 105 5.6 04 | 283 269 45 0.7 -39 | 285 272 49 1.1 1.8
Total lahan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Sumber: Bachriadi & Wiradi (2011: 40)
Catatan:
1. Pemanfaatan tanah untuk jalan, saluran air, irigasi, fasilitas olah raga, pemakaman, dan fasilitas publik lainnya tidak dimasukkan.
2. Diwilayah perkotaan termasuk untuk pemukiman dan wilayah industri
3. Data BPS memasukkan tegalan, kebun, huma, ladang, kolam, tambak, dan empang. Sedangkan pekarangan dan halaman digabungkan dalam kategori
tanah permukiman.
4. Menurut BPS, tanah bera adalah tanah yang ditinggalkan sementara agar kembali subur. Biasanya menjadi bagian dari aktivitas pertanian berputar

(shifting agriculture).

5. Seperti yang didefinisikan dalam peraturan pemerintah

6.  Contohnya rawa, bendungan, dan lain-lain kawasan perairan darat non sungai dimasukkan ke dalam kategori.
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Hutan Tanaman Rakyat serta 11.500 ha untuk Hutan Kemitraan.
Di pulau Jawa, terdapat skema Pengelolaan Hutan Bersama Masyara-
kat yang dikembangkan Perhutani dengan luasan 1,2 juta ha (Kantor
Staf Presiden 2016: 51). Jumlah ini jauh di bawah konsesi hutan alam
produksi yang telah diberikan kepada korporasi, yakni mencakup 582
konsesi dengan luas keseluruhan 42,35 juta ha (Kartodihardjo 2016).”

Krisis Ekologi

Dua jenis ketimpangan agraria seperti diuraikan di atas telah di-
iringi pula dengan krisis ekologi yang tampil dalam bentuk degradasi
fungsi ekologis dan bahkan kerusakan lingkungan secara permanen.
Krisis ekologi ini terjadi terutama karena faktor kebijakan nasional yang
terus menerus mereproduksi “pembangunan berisiko tinggi”. Seperti
ditegaskan oleh WALHI (2015), pembangunan beresiko tinggi adalah
model pembangunan yang mengandalkan pada industri ekstraktif dan
perkebunan monokultur skala luas yang melibatkan pembabatan dan
pembakaran hutan, konversi lahan pertanian, pengerukan bahan tam-
bang secara terbuka (open pit mining), dan, tidak jarang pula, pembuan-
gan limbah beracun.

Krisis ekologi ini terutama mencuat dalam bentuk deforestasi (penu-
runan tutupan hutan) dan peningkatan lahan kritis dengan laju yang
sangat pesat. Sebagai ilustrasi, dalam 25 tahun terakhir Indonesia telah
kehilangan sekitar 42,35 juta ha hutan alam produksi (Kartodihardjo
dkk 2016), atau melebihi luas wilayah Jerman. Hal itu berbanding
terbalik dengan kemampuan pemerintah memulihkan krisis ekologi.
Sebagai misal, pada 2013 total lahan kritis di Indonesia mencapai
27.294.842 ha (mencakup lahan kritis 22.025.581 ha dan sangat kritis
5.269.260 ha), sementara kemampuan rehabilitasi/reboisasi hutan da-
ratan oleh pemerintah hanya 105.656 ha pada tahun yang sama (WAL-
HI 2015:14). Dampak dari model pembangunan berisiko tinggi ini
adalah “bencana ekologis”, yakni bencana alam yang pemicunya bukan-
lah fenomena alam, melainkan praktik pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya alam yang eksploitatif dan berorientasi jangka pendek.

BIronisnya, menurut data yang dihimpun Komisi Pembaruan Korupsi melalui Gerakan
Nasional Penyelematan Sumber daya Alam (GNSDA), dari total 582 perusahaan ini
hingga awal 2016 tinggal 262 perusahaan (45%) yang aktif. Artinya, terdapat 318
perusahaan (55%) yang telah mati dengan menelantarkan puluhan juta areal konsesinya

dalam kondisi telah menjadi hutan sekunder (dikutip dalam Kartodihardjo dkk, 2016).
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Gambar 3. Gambaran Jenis dan Korban Bencana Ekologis Tahun 2014'¢

BENCANA EKOLOGIS TAHUN 2014 JENIS BENCANA EKOLOGIS TAHUN 2014
5023
6
JUMLAHBENCANA  JUMUAH KORBAN JUMLAH DESA
JIWA TERLANDA BANJIR LONGSOR ROB
KORBAN JIWA BERDASAR JENIS BENCANA KORBAN JIWA AKIBAT BENCANA EKOLOGIS
EKOLOGIS TAHUN 2014 TAHUN 2014

B JUMLAH KORBAN

LONGSCR BANJIR TOTAL

Sumber: WALHI (2015:11-13)

Bukan saja bencana alam, kondisi ketimpangan agraria dan keru-
sakan alam juga telah menimbulkan ‘bencana sosial’ dalam bentuk ber-
bagai jenis konflik terkait dengan sumber daya alam. Menurut catatan
Konsorsium Pembaruan Agraria (2015: 4-5), sepanjang tahun 2015 telah
terjadi 252 kejadian konflik agraria di tanah air, dengan luas wilayah
konflik mencapai 400.430 ha dan melibatkan sedikitnya 108.714 ke-
pala keluarga (KK). Konflik demikian paling banyak terjadi di sektor
perkebunan sebanyak 127 konflik (50%), disusul sektor infrastruktur
sebanyak 70 konflik (28%), lalu sektor kehutanan 24 konflik (9,60%),
sektor pertambangan 14 konflik (5,2%), kemudian konflik lainnya
9 konflik (4%), dan terakhir sektor pertanian dan pesisir/kelautan se-

*Gambar 3 hanya mencerminkan bencana ekologis yang banyak menarik perhatian luas.
Masih banyak jenis bencana ekologis lainnya, seperti erosi dan penurunan kesuburan
tanah, krisis air tanah, sungai, danau dan irigasi pertanian, pendangkalan (sedimentasi)
sungai dan muara, abrasi pantai dan sebagainya.
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banyak 4 konflik (2%). Jika jumlah tersebut diakumulasikan pada
insiden konflik selama satu dekade sebelumnya, maka dalam kurun
11 tahun terakhir (yakni sejak 2004 hingga 2015) telah terjadi 1.772
konflik agraria dengan luasan wilayah konflik seluas 6.942.381 ha dan
melibatkan 1.085.817 KK sebagai korban terdampak langsung. Apabila
jumlah tersebut dirata-ratakan, hasilnya sangat mengejutkan: setiap dua
hari sekali terjadi konflik agraria di Indonesia!

Krisis perdesaan

Seperti telah disinggung sebelumnya, gabungan antara krisis agraria
dan krisis ekologi ini telah menyebabkan krisis perdesaan, yakni melu-
ruhnya kapasitas desa sebagai sebuah sistem sosial-ekonomi dan ekologi
untuk menyediakan kebutuhan pangan, air, energi, sumber nafkah dan
perlindungan sosial bagi warganya. Terkait krisis pangan, data Potensi
Desa menunjukkan terjadinya penurunan tajam persentase desa-desa tipe
persawahan selama periode 2003-2011, yakni 70% pada tahun 2003,
54% (2005), 47% (2008) dan 40% (2011) (dikutip dalam Soetarto dan
Agusta, 2012). Kondisi ini menggambarkan pesatnya laju konversi lahan
pertanian pangan yang bisa dipastikan akan mengancam sistem ketah-
anan pangan lokal maupun volume produksi pangan secara nasional.
Terkait krisis air di pedesaan, pada 2013 sebanyak 15.775 desa berstatus
rawan air, sementara 1.235 desa lainnya mengalami kekeringan. Akh-
irnya, terkait krisis energi, hingga kini masih terdapat 12,3% desa yang
belum teraliri listrik sama sekali (data BPS, dikutip dalam Kantor Staf
Presiden, 2016).

Krisis pada faktor-faktor kunci di dalam sistem produksi pedesaan
ini—tanah, air, dan energi—pada akhirnya menyebabkan sistem eko-
nomi pedesaan tidak dapat diandalkan sebagai sumber penghidupan
warganya. Sektor pertanian mengalami stagnasi dan bahkan kemero-
sotan sehingga tidak dapat menampung lagi tenaga kerja pertanian di
pedesaan. Selama 2003-2013, tidak kurang dari 5,1 juta rumah tangga
petani terpaksa keluar dari mata pencaharian pertanian untuk menc-
ari pendapatan di sektor ekonomi lainnya. Sayangnya, industri pede-
saan tidak berkembang sehingga 45% pekerja pedesaan harus bekerja
di sektor jasa non-profesional dengan pendapatan yang pas-pasan.”
Dalam kondisi demikian, tidak heran apabila tingkat kemiskinan di

VSeluruh data yang disajikan dalam paragraf ini dikutip dari Kantor Staf Presiden (2016).

MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi, Vol. 21, No. 1, Januari 2016:1-33



18 | MOHAMAD SHOHIBUDDIN

pedesaan cukup tinggi, yakni rata-rata mencapai 65% dari total tingkat
kemiskinan." Warga miskin yang tidak lagi memperoleh tempat berpijak
di kampung halamannya dipaksa mengadu nasib (dalam arti harfiah)
ke kota-kota, bahkan hingga ke mancanegara. Hal ini pada gilirannya
telah menyumbang pada pembentukan kawasan pemukiman kumuh di
perkotaan (sfum areas), maupun kisah-kisah pilu buruh migran Indone-
sia di luar negeri yang mengalami berbagai perlakuan buruk, pelecehan
seksual dan bahkan hukuman mati.

PENGATURAN ISU SUMBER DAYA
ALAM DI DALAM UU DESA

Kendati persoalan sumber daya alam memiliki peranan yang sangat
vital bagi desa dan segenap warganya, namun ironisnya persoalan sum-
ber daya alam justru tidak mendapatkan porsi pembahasan yang cukup
besar di dalam UU Desa. Selain itu, tidak ada kesadaran yang kuat di
dalam UU Desa mengenai krisis pedesaan yang sedang berlangsung
dan urgensi penanganannya melalui kebijakan desa. Alih-alih, persoalan
sumber daya alam ini hanya dibahas secara sumir, bahkan terpencar

pada berbagai pasal dengan topik yang berlainan.
Isu Sumber daya Alam Bukan Agenda Sentral UU Desa

Apabila dijumlahkan, istilah “sumber daya alam” ternyata hanya
disebutkan sepuluh kali di beberapa bagian terpisah UU Desa, terma-
suk tiga kali di bagian penjelasan. Istilah lain yang menjadi pasangan-
nya, yakni “lingkungan”, bahkan disebutkan lebih sedikit lagi, yakni
tujuh kali (termasuk dua kali di bagian penjelasan). Elaborasi lebih
rinci atas persoalan sumber daya alam baru terlihat apabila diidentifi-
kasi istilah-istilah yang merupakan turunannya, seperti tanah, tanah
kas desa, tanah bengkok, tanah wakaf, tanah ulayat, hutan, mata air,
embung, pemandian umum, saluran irigasi, jalan dan ulayat adat.

Berbagai ketentuan mengenai persoalan sumber daya alam ini ti-
dak dibahas dalam satu bab tersendiri yang menggambarkan adanya
penekanan kuat atas isu sumber daya alam dalam satu kerangka yang
utuh. Alih-alih, substansi pengaturan mengenai persoalan ini tersebar
pada berbagai pasal terpisah di bawah topik-topik pengaturan yang

'8Selama satu dekade sejak tahun 2000, tingkat kemiskinan di desa rata-rata mencapai
65%. Pada tahun 2001 bahkan mencapai angka 77,3% (Ruslan 2012).
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berlainan (lihat Tabel 4). Hal ini menunjukkan bahwa isu sumber daya
alam tidak menjadi agenda sentral dalam UU Desa.

Tabel 4. Ketentuan dalam UU Desa mengenai Persoalan Sumber daya Alam

(SDA)

ASPEK SDA YANG
DIATUR

PASAL-PASAL YANG MENGATUR LANGSUNG ATAU YANG

BERKAITAN DENGAN PERSOALAN SDA

Potensi SDA

Pasal 8 ayat (3) huruf e: potensi SDA sebagai syarat eksistensi
desa

Beberapa jenis
SDA yang
merupakan aset
desa

Pasal 19 huruf a: tanah kas desa

Pasal 19 huruf b: tempat pemandian umum, saluran irigasi,
sanitasi lingkungan, embung desa, jalan desa

Pasal 103 huruf b dan penjelasannya: ulayat atau wilayah adat
(khusus untuk desa adat)

Pasal 76 ayat (1): tanah kas desa, tanah ulayat, hutan milik
desa, mata air milik desa, pemandian umum

Penjelasan Pasal 76(2)b: tanah wakaf

Pasal 116 ayat (4): keharusan inventarisasi aset desa paling
lambat dua tahun sejak UU Desa berlaku

Pendapatan asli
desa yang berasal

Pasal 72 ayat (1) huruf a: hasil [pemanfaatan dan
pengembangan] aset

dari SDA *  DPenjelasan Pasal 72 ayat (1) huruf a: tanah bengkok
Pemanfaatan dan ¢  Pasal 4 huruf d: sebagai tujuan pengaturan desa dalam rangka
pengembangan mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat

potensi SDA
(termasuk aset

desa)

Pasal 26 ayat (4) huruf o: sebagai kewajiban kepala desa
Pasal 78 ayat (1): sebagai tujuan pembangunan desa

Pasal 81 ayat (3): sebagai bentuk pelaksanaan pembangunan
desa

Pasal 84 ayat (1): sebagai pembangunan kawasan perdesaan di
mana keterlibatan pemerintah desa merupakan keharusan
Pasal 85 ayat (2): sebagai aspek yang harus dicakup dalam
pembangunan kawasan perdesaan

Pasal 87 ayat (1): sebagai tujuan pembentukan BUM Desa
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
Pasal 90: sebagai bidang usaha di mana prioritas harus
diberikan kepada BUM Desa

Pasal 115 huruf g: sebagai urusan yang harus mendapatkan
pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Pemeliharaan
dan pelestarian
lingkungan

Pasal 68 ayat (2) huruf a: sebagai kewajiban masyarakat desa
Pasal 74 ayat (2): sebagai kebutuhan pembangunan
Pasal 78 ayat (1): sebagai tujuan pembangunan desa
Pasal 80 ayat (4) huruf b: sebagai kebutuhan masyarakat desa
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ASPEK SDA YANG ~ PASAL-PASAL YANG MENGATUR LANGSUNG ATAU YANG

DIATUR BERKAITAN DENGAN PERSOALAN SDA
Penggunaan dan e DPasal 83 ayat (3) huruf a: sebagai komponen pembangunan
pemanfaatan kawasan perdesaan
wilayah/ tata e DPasal 84 ayat (1): sebagai pembangunan kawasan perdesaan di
ruang desa mana keterlibatan pemerintah desa merupakan keharusan
Hal strategis e DPasal 54 ayat (2) huruf d: rencana investasi yang masuk ke
terkait SDA yang desa (termasuk di bidang SDA?)

harus diputuskan ¢ Pasal 54 ayat (2) huruf f: penambahan dan pelepasan aset

dalam Musyawarah desa

Desa e DPasal 84 ayat (2): perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan,
dan pendayagunaan aset desa untuk pembangunan kawasan
perdesaan

Sumber: diolah dari UU Desa dengan metode analisis isi
Keterbatasan Kewenangan Desa

Selain tidak ada kerangka yang utuh dalam pengaturan mengenai
“sumber daya alam”, “lingkungan” serta berbagai istilah turunannya,
fakta lain yang mencolok adalah tidak adanya ketentuan yang tegas
mengenai kewenangan desa atas sumber daya alam di wilayahnya. Mis-
alnya, dari 10 pasal dalam UU Desa yang baik secara bersama maupun
terpisah mencantumkan istilah “sumber daya alam” dan “lingkungan”,
tidak satu pun yang memberikan ketentuan tegas mengenai kewenan-
gan desa atas sumber daya alam di wilayahnya. Penyebutan kedua istilah
itu di dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e lebih terkait dengan pembahasan
mengenai potensi desa, kewajiban kepala desa (Pasal 26 ayat (4) huruf o,
dan kewajiban masyarakat desa (Pasal 68 ayat (2) huruf a). Kemudian,
penyebutan itu lebih terkait dengan kebutuhan pembangunan (Pasal
74 ayat [2]), tujuan pembangunan desa (Pasal 78 ayat [1]), kebutuhan
masyarakat desa (Pasal 80 ayat [4] huruf b), dan pelaksanaan pemban-
gunan desa (Pasal 81 ayat [3]). Akhirnya, kedua istilah ini juga disebut
lebih terkait dengan pembangunan kawasan perdesaan (Pasal 1 ayat
[9] dan 85 ayat [2]) serta pengembangan Badan Usaha Milik Desa atau
BUM Desa (Pasal 90). Akan tetapi, sejauh mana kewenangan desa atas
sumber daya alam dalam rangka pelaksaan berbagai aspek ini, tidak ada
kejelasan yang diberikan di dalam UU ini.

Kewenangan desa terlihat lebih menonjol dalam konteks pemba-
hasan aset-aset desa. Hal itu misalnya muncul dalam ketentuan menge-
nai tujuan pengaturan desa (Pasal 4 huruf d), jenis-jenis aset desa (Pasal
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76 ayat [1]), dan sumber pendapatan asli desa (Pasal 72 ayat [1] huruf a).
Kewenangan demikian juga terlihat dalam ketentuan mengenai peran
Musyawarah Desa dalam penambahan dan pelepasan aset desa (Pasal
54 ayat (2), perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pendayagu-
naan aset desa untuk pembangunan kawasan perdesaan (Pasal 84 ayat
[2]), keharusan pelibatan pemerintah desa dalam pembangunan ka-
wasan perdesaan yang memanfaatkan aset desa dan tata ruang desa
(Pasal 84 ayat [1]), pengawasan pemerintah daerah kabupaten/kota atas
pendayagunaan aset desa (Pasal 115) dan ketentuan peralihan mengenai
keharusan inventarisasi aset desa (Pasal 116 ayat [4]). Seperti terlihat,
seluruh rincian jenis sumber daya alam ini dibicarakan dalam UU Desa
sebagai jenis-jenis aset yang dimiliki desa (yakni, kekayaan desa). Den-
gan demikian, kewenangan desa yang dalam berbagai ketentuan di
atas tampaknya cukup luas hanya berlaku untuk kekayaan milik desa
yang berupa jenis sumber daya alam tertentu. Akan tetapi, kewenangan
yang cukup besar ini tidak berlaku bagi sumber daya alam dalam arti
lebih luas yang berada di wilayah desa, terkecuali bagi desa adat yang
memiliki kewenangan luas atas ulayat adat di wilayahnya.

Selain pasal-pasal yang mengatur langsung isu sumber daya alam,
terdapat pula beberapa pasal yang bisa dikaitkan dengan isu ini. Pasal
54 ayat (2) huruf d, misalnya, membahas peran Musyawarah Desa
dalam memutuskan “rencana investasi yang masuk ke Desa”. Ketentuan
ini bisa saja ditarik lebih luas hingga mencakup investasi yang terkait
dengan dan/atau yang berdampak besar pada sumber daya alam. Na-
mun demikian, dalam hal itu tidak jelas apakah forum ini bisa menolak
investasi yang melibatkan konsesi tanah luas yang izinnya diberikan
oleh pemerintah pusat atau daerah.

Ketentuan lain dalam UU Desa yang dapat dikaitkan dengan per-
soalan sumber daya alam adalah Pasal 83 ayat (3) huruf a. Pasal ini
membahas “penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa” sebagai salah
satu cakupan pembangunan kawasan perdesaan. Kata “wilayah” di sini
mengimplikasikan pula sumber daya alam yang berada di dalamnya.
Memang, dalam Pasal 85 ayat (2) disebutkan secara jelas bahwa pem-
bangunan kawasan perdesaan “wajib mendayagunakan potensi sumber
daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerin-
tah Desa dan masyarakat Desa.” Meski demikian, sejauh mana jang-
kauan keikutsertaan ini dan sebesar apa kewenangan desa di dalamnya,
tidak ditemukan penjelasannya dalam UU Desa ini.
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Minimnya Jaminan Akses Warga Desa atas SDA Desa

Selain tidak merinci jangkauan kewenangan desa di dalam men-
gontrol, mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam desa, UU
Desa juga tidak menyebutkan sama sekali ketentuan mengenai akses
warga desa atas sumber daya alam desa dan distribusi manfaatnya. Be-
berapa ketentuan dalam UU Desa yang secara longgar dapat dikait-
kan dengan isu distribusi manfaat paling jauh adalah pasal-pasal yang
menekankan kesejahteraan masyarakat dalam pendayagunaan aset desa.
Misalnya saja, Pasal 4 huruf d menegaskan bahwa tujuan pengaturan
desa adalah “mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat
desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan
bersama.” Pasal 78 ayat (1) juga menekankan bahwa tujuan pemban-
gunan desa adalah ... meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui
... pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanju-
tan.” Selain itu, dalam penjelasan pasal 87 ayat (1) ditegaskan bahwa
tujuan pembentukan badan usaha milik Desa (BUM Desa) adalah “...
mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian,
serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.”

Terlepas dari semua penekanan atas penciptaan kesejahteraan me-
lalui pendayagunaan aset desa dan potensi sumber daya alam ini, ti-
dak ada satu aturan pun dalam UU Desa yang mengangkat persoalan
ketimpangan dalam penguasaan dan alokasi sumber daya alam desa
yang banyak mewarnai kondisi mayoritas desa di Indonesia. Padahal,
seperti telah diulas di depan, hal itu merupakan salah satu bentuk krisis
agraria yang sangat menonjol di pedesaan. Melalui analisis atas pasal-
pasal yang mengatur langsung ataupun yang terkait dengan isu sum-
ber daya alam di atas, peluang politik yang disediakan oleh UU Desa
ternyata memiliki keterbatasan yang cukup mendasar, sejauh isu sumber
daya alam yang menjadi kepedulian utama. UU Desa ternyata sangat
sumir dalam mengatur persoalan sumber daya alam. Selain karena tidak
cukup mengelaborasi persoalan ini, UU Desa juga tidak memberikan
kewenangan yang memadai pada desa dalam mengurusnya dan tidak
sedikit pun menyinggung permasalahan ketimpangan agraria yang ter-
jadi di desa. Tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa UU Desa
tidak menempatkan isu sumber daya alam ini sebagai agenda sentral
dalam pengaturannya.
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DEMOKRATISASI TATA KELOLA SUMBER DAYA ALAM
DESA: KONTRIBUSI PERSPEKTIF AGRARIA KRITIS

Berdasarkan pemahaman atas permasalahan krisis pedesaan serta
keterbatasan UU Desa di dalam mengatur isu sumber daya alam, tu-
lisan ini mengusulkan agenda dalam rangka mendorong perjuangan
sosial untuk memanfaatkan kesempatan politik yang dibukakan UU
Desa, melampaui keterbatasan mendasar pada UU ini, sekaligus men-
gawal pelaksanaannya di lapangan.

Melampaui dan Memperdalam UU Desa

Penting disadari bahwa peluang politik yang disediakan oleh UU
Desa, selain memiliki keterbatasan mendasar terkait isu sumber daya
alam, pada dasarnya juga merupakan kewenangan legal yang realisasin-
ya secara konkret sudah berada di luar cakupan analisis normatif atas
UU Desa. Persoalan terakhir ini amat bergantung pada konfigurasi
kekuasaan dan dinamika perjuangan sosial yang berlangsung di desa
dan bahkan di ‘atas’ desa, dan melibatkan bukan saja warga desa, na-
mun seringkali juga para pelaku di tubuh negara maupun entitas bisnis.

Dalam kaitan ini, perspektif agraria kritis sangat relevan untuk di-
adopsi karena perhatian utama perspektif ini adalah seputar relasi-relasi
sosial yang terkait dengan sumber daya alam (baca: relasi-relasi sosio-
agraria). Relasi-relasi sosial dimaksud tidak hanya berlangsung di antara
warga desa (baik yang terjadi antar-orang atau antar-kelompok/lapisan
dalam masyarakat), namun dapat melibatkan pula unsur-unsur di tu-
buh negara (termasuk ketegangan dan kontestasi di antara unsur-unsur
negara itu sendiri), dan juga di antara seluruh terkait dengan berbagai
entitas bisnis. Relasi-relasi sosial di antara berbagai pihak itu ditentu-
kan oleh jenis keterikatannya, menciptakan relasi khusus yang disebut
“relasi sosio-agraria”, karena hal itu berlangsung di seputar proses-proses
penguasaan (pemilikan dan penyakapan), pendayagunaan (penggunaan
dan pemanfaatan), dan produksi atas sumber daya alam tertentu. Secara
skematis hal ini bisa digambarkan sebagai berikut."”

YKonseptualisasi relasi-relasi sosio-agraria semacam ini merupakan formulasi ulang dari
Sitorus (2002) dan Bernstein (2010).
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Gambar 4. Relasi-relasi Sosio-Agraria Sebagai Sasaran Pembaruan

RELASI-RELASI SEPANJANG PROSES:
SOSIAL diantara Berbagai Institusi dan * penguasaan, pemi-
berbagai pihak Aktordi Tubuh N likan, penggunaan
e S dan pemanfaatan
TERKAIT DENGAN serta produksi atas
SUMBER-SUMBER sumberagraria ttt.
AGRARIA (bumi, » berikut penciptaan
ruang angkasa, surplus di sepanjang
tanah, hutan, wilayah proses tersebut
perairan, dsb beserta SUMBERDAYA » serta distribusi dan
kekayaan alamyang ALAM (SDA) pembagian surplus
dikandungnya) tersebut.

Berbagai Lapisan dan Berbagai Entitas

Bisnis

Kelompok dalam
Masyarakat

Sumber: Shohibuddin (2016¢)

Seperti telah dibahas sebelumnya, relasi-relasi sosio-agraria ini pada
dasarnya bersifat kompetitif, yang di dalamnya mencakup pula segi-
segi ketimpangan dan eksploitasi. Secara lebih terinci, hal ini terutama
berkisar pada lima isu kunci berikut: (1) siapa menguasai sumber daya
alam apa (who owns whar?); (2) siapa mengerjakan aktivitas produksi apa
di atas sumber daya alam tersebut (who does whar?); (3) siapa memperoleh
(mengakumulasi) apa dari aktivitas produksi itu (who gets whar?); (4)
digunakan untuk apa hal tersebut (what do they do with it?); dan (5)
hubungan-hubungan sosial dan politik apa yang tercipta dari kesemua
ini di antara sesama warga desa maupun antara mereka dengan sistem
ekonomi dan politik yang lebih besar (what do they do to each other?).°

Dalam kaitan ini, agenda demokratisasi tata kelola sumber daya
alam berarti melakukan pembaruan atas relasi-relasi sosio-agraria
yang bersifat timpang dan eksploitatif semacam ini. Agenda semacam
ini memang di luar kepedulian utama dari UU Desa yang memiliki
keterbatasan mendasar di dalam pengaturan persoalan sumber daya
alam. Meski demikian, agenda ini harus dilihat sebagai pendalaman

2Keempat isu kunci pertama dikemukakan Bernstein (2010), sedangkan isu terakhir
ditambahkan White (2011).
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lebih lanjut atas dua agenda demokratisasi yang telah digulirkan
UU Desa: pertama, demokratisasi dalam relasi negara-desa; kedua,
demokratisasi dalam relasi desa dengan warga desa. Upaya mendorong
tata kelola sumber daya alam desa yang demokratis tidak lain adalah
memperdalam dua agenda demokratisasi ini dengan memasukkan isu
sumber daya alam ke dalam fokus kepeduliannya. Artinya, kepedulian
mengenai sumber daya alam ke dalam agenda demokratisasi desa
dilakukan mengupayakan terwujudnya tiga agenda demokratisasi tata
kelola sumber daya alam sebagai berikut:*'

Agenda 1: Penguatan Kewenangan Desa atas Sumber daya
Alam Setempar

Agenda pertama menuntut interpretasi lebih mendasar atas asas
rekognisi sebagai pengakuan secara aktif oleh negara melalui redistribusi
aset-asetnya kepada desa. Dalam hal itu, lebih dari sekedar kucuran
dana desa yang melimpah seperti ditekankan Sutoro Eko (2015:41),
redistribusi aset negara juga menghendaki pemberian wewenang kepada
desa untuk mengontrol dan mengelola sumber daya alam di wilayahnya
yang secara asal-usul memang tidak pernah terlepas dari kehidupan
ekonomi, sosial, kultural, dan politik warga desa.

Interpretasi lebih mendasar semacam itu sangat penting untuk
didorong oleh perjuangan sosial di desa mengingat UU Desa sendiri
justru tidak banyak mengelaborasi persoalan ini dan sangat sumir
dalam menjelaskan kewenangan desa di bidang ini. Dengan pemaknaan
ulang demikian, maka desa lebih lanjut harus didorong untuk
menjalankan kewenangan tertentu atas sumber daya-umum milik
bersama (the commons) yang ada di desa, ataupun menjalin kerja sama
antardesa jika sumber daya-umum itu mencakup wilayah beberapa desa
bertetangga sebagai sebuah kesatuan lanskap ekologis. Kewenangan
desa semacam itu tentu tanpa menafikan kewenangan badan-badan
sektoral pemerintah di bidang terkait dan tanpa mengurangi kewajiban
pemerintah untuk memberi dukungan pembinaan dan pengawasan
kepada desa dalam menjalankan kewenangannya di bidang sumber
daya alam.
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Agenda 2: Demokratisasi Relasi-Relasi Sosio-Agraria di
Desa

Apabila perluasaan interpretasi atas asas rekognisi menghendaki
pendalaman demokrasi dalam relasi negara-desa terkait kewenangan
sumber daya alam, maka agenda kedua lebih jauh menghendaki
pendalaman demokrasi dalam relasi-relasi sosio-agraria baik di
dalam desa sendiri (antara desa dengan warga desa maupun di antara
sesama warga desa) maupun antara desa dengan pihak-pihak luar desa
(tuan tanah dari kota, korporasi, badan-badan pemerintah). Untuk
ini, perjuangan sosial harus mendorong penyelenggaraan urusan
tata kelola sumber daya alam oleh desa dalam kerangka otonomi
desa. Hal ini menuntut perluasan pemaknaan atas asas subsidiaritas
untuk menjadikan urusan tata kelola sumber daya alam desa sebagai
“kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal”
yang berada di tangan desa.

Agar perluasan kewenangan desa tidak menjadi “pedang bermata
dua” di tangan elite desa, maka kerangka evaluasi dari Borras & Franco
harus diterapkan. Intinya, pelaksanaan kewenangan desa tersebut
jangan sampai menimbulkan dampak status quo atau (re)konsentrasi.
Sebaliknya, perluasan kewenangan itu justru harus menjamin
terwujudnya dampak (re)distribusi. Dalam rangka mendeteksi sejak dini
trajektori pelaksanaan otonomi desa ini, lima isu kunci dalam relasi-
relasi sosio-agraria yang diulas di atas dapat dipakai sebagai instrumen
pengendalian.

Agenda 3: Pembalikan Krisis Pedesaan untuk
Merevitalisasi Basis-Basis Produksi Desa

Melalui kedua agenda di atas, barulah dimungkinkan perwujudan
agenda yang ketiga, yaitu pembalikan krisis pedesaan demi memulihkan
kembali basis-basis produksi desa. Agenda ini diupayakan dengan
mengembangkan kebijakan agraria skala desa di seputar empat aspek
pembaruan tata kelola sumber daya (Sangkoyo 2000). Pertama,
Pembaruan tata kuasa yang berarti penataan ulang atas akses dan
kontrol efektif suatu sumber daya alam agar distribusinya lebih merata
di antara warga desa. Dalam rangka pembaruan tata kuasa, desa dapat
menerbitkan peraturan desa untuk mencegah konsentrasi penguasaan
tanah-tanah di desa pada segelintir orang, terlebih jika pihak terakhir
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ini berasal dari luar wilayah dan tidak memiliki kaitan apapun dengan
desa. Kebijakan land reform skala lokal juga bisa dijalankan oleh desa,
misalnya dengan penyisihan aset desa (misalnya tanah kas desa) dan
pengadaan tanah dengan pembiayaan desa ataupun hibah (misalnya
wakaf) untuk dijadikan lahan pertanian abadi. Lahan ini selanjutnya
ditetapkan sebagai tanah komunal desa untuk diusahakan oleh keluarga
miskin secara bergilir dengan sistem pinjam pakai ataupun sistem sewa
dengan nilai yang cukup murah.

Kedua, Pembaruan tata guna yang berarti pengaturan terhadap
jenis dan alokasi penggunaan sumber daya alam agar optimal sesuai
dengan fungsi ruang dan kesesuaian lahan. Dalam rangka pembaruan
tata guna, desa dapat melakukan pemetaan partisipatif atas potensi
dan kondisi sumber daya alam di desa dengan memadukan antara
kepedulian produktivitas dan daya dukung alam. Dari sini bisa
dilakukan perencanaan untuk pemanfaatan, perlindungan dan
pemulihan sumber daya alam di desa, sekaligus mekanisme monitoring
dan pengendaliannya secara partisipatif. Sebagai catatan, inisiatif serupa
ini sedang dirintis Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif di sejumlah desa
di Dataran Tinggi Dieng dengan dukungan Pemerintah Kabupaten
Wonosobo.

Ketiga, pembaruan tata produksi yang berarti manajemen dan
organisasi produksi untuk memastikan luaran dari sumber daya yang
dikerahkan (lahan, tenaga kerja, modal, teknologi) dapat optimal
menurut kriteria produktivitas dan keberlanjutannya. Dalam rangka
pembaruan tata produksi, kemungkinan kebijakan yang bisa ditempuh
adalah melakukan konsolidasi lahan pertanian gurem yang sulit
ditingkatkan skala ekonomi dan produktivitasnya untuk dikelola pada
skala lebih besar oleh badan usaha yang dibentuk khusus untuk tujuan
ini, misalnya koperasi petani atau BUM Desa. Para petani gurem yang
lahannya dikonsolidasikan dilibatkan sebagai tenaga kerja pada badan
usaha yang baru dibentuk ini dan sekaligus menjadi shareholders di
dalamnya. Dengan begitu, mereka bisa memperoleh manfaat ekonomi
ganda berupa upah sebagai tenaga kerja dan pembagian dividen setiap
tahunnya.

Keempat, pembaruan tata konsumsi yang berarti perlindungan atas
kesehatan rakyat dan layanan alam melalui pengaturan pola konsumsi,
gaya hidup, penggunaan barang, dan pengolahan pasca-pakai yang
minim limbah dan ramah lingkungan. dalam rangka pembaruan tata
konsumsi, desa dapat melakukan edukasi dan promosi atas praktek
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produksi/konsumsi yang minim limbah dan pengelolaan limbah dalam
rangka melindungi desa dari peracunan air dan tanah dalam jangka
panjang. Desa juga dapat mengembangkan BUM Desa yang bergerak
dalam usaha pengelolaan dan pengolahan limbah untuk dijadikan
pupuk kompos maupun produk daur ulang yang bernilai komersial.

KESIMPULAN

Tulisan ini telah menunjukkan signifikansi politik dari UU
Desa yang berhasil dalam upaya demokratisasi relasi negara-desa
dan relasi desa-warga desa. Dalam isu sumber daya alam, tulisan
ini juga menunjukkan bahwa demokratisasi dalam kedua jenis relasi
itu ternyata mengandung keterbatasan mendasar, baik pada tataran
normatif maupun praktis. Pada tataran normatif, tulisan ini telah
memperlihatkan bagaimana UU Desa amat sumir dalam mengatur
isu sumber daya alam. Pemberian kewenangan yang cukup besar
pada desa ternyata tidak sepenuhnya berlaku di bidang sumber daya
alam. Bahkan, UU Desa sedikit pun tidak mengangkat permasalahan
ketimpangan akses atas sumber daya alam desa. Hal itu berdampak
pada tataran praktis yang sangat nyata, yaitu kesenjangan cukup lebar
antara idealitas UU Desa dengan realitas krisis pedesaan sebagai arena
pelaksanaannya.

Menyadari keterbatasan demikian, tulisan ini menekankan bahwa
pelaksanaan UU Desa untuk mewujudkan “otonomi desa” tidak akan
melahirkan transformasi sosial yang berarti tanpa melibatkan upaya
menciptakan tatanan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.
Pada saat yang sama, upaya mewujudkan “keadilan sosial-ekologis”
ini akan sulit menjadi agenda kolektif desa tanpa mengupayakan
pendalaman demokrasi di bidang sumber daya alam, baik dalam
relasi desa-warga desa, antar warga desa, maupun desa dengan luar-
desa. Persinggungan antara perjuangan “otonomi desa” dan “keadilan
sosial-ekologis” ini menemukan konvergensinya pada perjuangan
“demokratisasi tata kelola sumber daya alam desa”. Merujuk pada
pemikiran Borras & Franco, tulisan ini menawarkan kerangka
konseptual untuk mewujudkan tata kelola sumber daya alam desa yang
demokratis dan inklusif. Berangkat dari pemikiran tersebut, tulisan ini
mengusulkan tiga agenda perjuangan sosial untuk mendemokratisasikan
tata kelola sumber daya alam, sebagaimana telah dijelaskan.
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Tulisan ini juga menegaskan bahwa persoalan demokratisasi relasi-
relasi sosio-agraria melampaui soal kewenangan legal dan peluang
politik yang diberikan UU Desa. Meski UU Desa berkontribusi dalam
memperbesar “struktur kesempatan politik”, namun upaya pembaruan
relasi-relasi sosio-agraria di desa amat ditentukan oleh konstelasi
kekuasaan yang ada dalam masyarakat di setiap desa dan banyak
bergantung pada para aktor reformis yang memperjuangkannya. Oleh
karena itu, perjuangan demokratisasi tata kelola sumber daya alam desa
harus dilihat sebagai upaya pendalaman lebih lanjut atas demokratisasi
relasi negara-desa dan relasi desa-warga desa yang telah digulirkan oleh
UU Desa.

Tulisan ini paling tidak berkontribusi dalam dua hal. Di satu sisi,
tulisan ini memetakan tantangan krisis pedesaan dan keterbatasan UU
Desa, sementara di sisi lain tulisan ini mengajukan kerangka konseptual
dan agenda praktis bagi perjuangan demokratisasi tata kelola sumber
daya alam desa. Melalui kedua hal tersebut, tulisan ini berharap dapat
menyediakan peta jalan sederhana bagi para pelaku kebijakan publik
maupun gerakan sosial pedesaan untuk mewujudkan pembangunan
desa, keadilan agraria dan keadilan ekologis secara sinergis dan simultan.
Bagaimanapun, pelaksanaan peta jalan ini harus dilihat secara relasional
tanpa terjebak melihat desa sebagai entitas sosial-politik dan wilayah
yang otonom sama sekali ataupun immun (kalis) dari berbagai arus
perubahan di sekelilingnya. Sebaliknya, pelaksanaan peta jalan ini harus
dipahami sebagai bagian dari perjuangan yang melibatkan kalangan
lebih luas dan dalam rangka mendorong perubahan struktural pada
konteks lebih besar. UU Desa, terlepas dari berbagai kekurangannya,
merupakan akselerator penting dalam agenda perjuangan yang lebih
luas ini.
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